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KATA PENGANTAR 
 

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami 
ucapkan selain mengucap rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia 
Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul “Hukum Adat Indonesia” telah 
selesai di susun dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini dapat 
memberikan sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan bagi siapa 
saja yang memiliki minat terhadap pembahasan tentang Hukum Adat 
Indonesia. 

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat 
beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah 
menyebutkan “tiada gading yang tidak retak” dan sejatinya 
kesempurnaan hanyalah milik tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan 
senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari 
para pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai 
bagian dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan 
penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang. 

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak 
yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses 
penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di  
hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak 
dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan 
di Indonesia. 
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BAB 1  
PENGANTAR HUKUM ADAT  
 

 
A. PENDAHULUAN 

Hukum adat di Indonesia merupakan salah satu sistem hukum yang 
memiliki akar historis dan kultural yang sangat kuat, membentuk bagian 
integral dari identitas bangsa. Sistem hukum ini lahir dan berkembang 
secara organik berupa gesekan, benturan dan komunikasi dari kebiasaan, 
nilai, dan norma yang dipegang teguh oleh berbagai komunitas adat di 
seluruh wilayah Nusantara. Sebagai sebuah sistem normatif, hukum adat 
bukan sekadar sekumpulan aturan yang mengatur perilaku masyarakat, 
tetapi juga merepresentasikan pandangan hidup, sistem kepercayaan, 
serta tata nilai yang diwariskan secara turun-temurun (Soepomo, 2003). 
Kedudukannya dalam struktur hukum Indonesia tidak hanya bersifat 
historis, tetapi juga diakui secara yuridis dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 18B ayat (2) yang 
menegaskan pengakuan dan penghormatan negara terhadap masyarakat 
hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan 
sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia (NKRI) (Asshiddiqie, 2015). 

Kehadiran hukum adat dalam sistem hukum nasional menjadi bukti 
bahwa Indonesia menganut sistem hukum yang pluralistik, di mana hukum 
nasional tidak hanya bersumber dari tradisi hukum barat yang dibawa oleh 
kolonial Belanda, tetapi juga dari sumber hukum asli bangsa serta dari 
hukum agama yang diakui. Pluralisme hukum ini menjadikan studi tentang 
hukum adat memiliki posisi strategis, baik untuk memahami dinamika 
hukum di Indonesia maupun untuk mengidentifikasi titik temu antara 
tradisi dan modernitas. Menurut Van Vollenhoven (1931), hukum adat 
merupakan hukum asli yang hidup dalam masyarakat dan mengandung 
daya ikat karena dipatuhi oleh komunitasnya, meskipun tidak selalu 
dikodifikasi. Pandangan ini sejalan dengan realitas bahwa hukum adat 
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BAB 2 
CIRI-CIRI HUKUM ADAT 
 

 

A. PENDAHULUAN   
Hukum adat merupakan sistem norma yang lahir, tumbuh, dan 

berkembang dari kehidupan masyarakat adat di Indonesia. Keberadaannya 
tidak dapat dilepaskan dari nilai budaya, tradisi, dan keyakinan yang 
diwariskan secara turun-temurun. Berbeda dengan hukum positif yang 
bersumber pada peraturan perundang-undangan, hukum adat hidup di 
tengah masyarakat dengan bentuk yang umumnya tidak tertulis, tetapi 
ditaati karena adanya kesepakatan, kepercayaan, dan sanksi sosial yang 
melekat. Ciri khas hukum adat antara lain tampak pada sifatnya yang lokal 
dan terikat pada komunitas tertentu, bercorak religius-magis yang 
menghubungkan hukum dengan nilai spiritual, serta menekankan 
kebersamaan sehingga keputusan adat selalu memperhatikan 
kepentingan kolektif. Selain itu, hukum adat bersifat dinamis dan lentur, 
sehingga mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial tanpa 
kehilangan jati dirinya. 

Pemahaman tentang ciri-ciri hukum adat menjadi penting agar dapat 
dibaca bukan hanya sebagai doktrin hukum, melainkan juga sebagai 
realitas sosial yang nyata di tengah masyarakat. Cara terbaik 
mempelajarinya adalah dengan melihat bagaimana aturan adat itu 
berfungsi dalam praktik: bagaimana ia mengatur kepemilikan tanah, cara 
menyelesaikan konflik, serta bagaimana posisinya ketika berhadapan 
dengan hukum negara. Dari sini akan tampak bahwa ciri-ciri hukum adat 
bukan sekadar konsep teoretis, tetapi juga membentuk pola hidup 
bermasyarakat dan bernegara di Indonesia. 

Konteks terkini menunjukkan bahwa perhatian terhadap hukum adat 
semakin besar. Hingga tahun 2025, lebih dari 350 produk hukum daerah 
telah diterbitkan untuk mengakui keberadaan masyarakat hukum adat. 
Akan tetapi, pengakuan tersebut masih menghadapi tantangan dalam 
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BAB 3 
HUKUM ADAT  
DALAM KONTEKS KEBUDAYAAN 
 

 

A. DEFINISI HUKUM ADAT DAN KEBUDAYAAN 
Hukum adat adalah sistem hukum yang bersumber dari nilai-nilai 

budaya lokal, hidup dalam masyarakat secara tidak tertulis, dan berlaku 
karena keyakinan serta penerimaan masyarakat terhadapnya. Hukum ini 
berkembang secara organik dan diwariskan antar generasi sebagai bagian 
dari identitas kolektif masyarakat (Nasution, 2024). Sementara itu, 
kebudayaan mencakup keseluruhan sistem ide, tindakan, dan hasil karya 
manusia dalam kehidupan sosial, yang diperoleh melalui proses belajar 
dan diwariskan lintas generasi (Safitri, Khoirun, Astutik, & Rachmatulloh, 
2022). Dengan demikian, hukum adat merupakan manifestasi normatif 
dari budaya yang hidup yakni ekspresi nilai, simbol, dan struktur sosial 
dalam bentuk aturan hidup yang ditaati secara kolektif.  

 
1. Relasi Mendasar Antara Budaya dan Norma Hukum  

Budaya mempengaruhi pembentukan hukum, karena sistem nilai 
dalam masyarakat menciptakan norma-norma sosial yang kemudian 
diformalkan sebagai hukum adat. Dalam banyak komunitas adat, nilai-nilai 
budaya seperti harmoni, keseimbangan alam, penghormatan terhadap 
leluhur, dan gotong-royong menjadi fondasi pembentukan norma hukum 
adat (Nasution, 2024).  

Di Indonesia, pluralisme hukum mengakui keberadaan hukum adat 
sebagai salah satu sistem hukum yang hidup berdampingan dengan 
hukum negara. Ini tercermin dalam berbagai regulasi nasional seperti 
Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, 
yang memberikan ruang hukum bagi keberlangsungan masyarakat hukum 
adat beserta norma-normanya. 
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BAB 4 
HUKUM ADAT MASYARAKAT ADAT 
 
 

A. PENDAHULUAN 
Hukum adat dan masyarakat adat merupakan dua entitas yang tidak 

terpisahkan dalam konteks keberagaman budaya dan sistem hukum di 
Indonesia. Hukum adat, sebagai hukum asli yang tumbuh dari nilai-nilai 
tradisional masyarakat, mengatur berbagai aspek kehidupan komunitas 
adat, sementara masyarakat adat sendiri adalah kelompok sosial yang 
memegang kedaulatan atas wilayah, sumber daya alam, dan sistem 
budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Bab ini akan membahas 
secara komprehensif pengertian, sifat, dan sumber hukum adat; 
karakteristik masyarakat adat; struktur dan lembaga adat; hubungan 
antara hukum adat dan masyarakat adat; sistem sanksi dan penyelesaian 
sengketa; serta hak-hak masyarakat adat dan isu kontemporer yang 
mereka hadami. 

Instruksi khusus dalam bab ini mencakup pemahaman mendalam 
tentang bagaimana hukum adat berfungsi dalam masyarakat adat, 
tantangan yang dihadapi dalam era modern, dan upaya-upaya 
perlindungan yang diperlukan. Pembahasan akan dilengkapi dengan data 
terkini, termasuk jumlah masyarakat adat yang diperkirakan mencapai 40-
70 juta jiwa (sekitar 25% dari total populasi Indonesia) namun hanya 
19,08% dari total wilayah adat yang telah diakui secara resmi oleh 
pemerintah (Badan Registrasi Wilayah Adat, 2023). Data ini menunjukkan 
urgensi penguatan perlindungan hukum dan kebijakan yang inklusif. 

Selain itu, bab ini akan menyoroti isu-isu kontemporer seperti 
ancaman alih fungsi lahan untuk perkebunan dan pertambangan, 
komersialisasi pengetahuan tradisional tanpa izin, diskriminasi terhadap 
perempuan adat, serta peran instrumen internasional seperti UNDRIP 
(United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples) dalam 
mendukung hak-hak masyarakat adat. Dengan mempelajari bab ini, 
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BAB 5 
HUKUM ADAT DALAM  
SISTEM HUKUM NASIONAL 
 

 

A. PENDAHULUAN 

Hukum adat di Indonesia memainkan peranan esensial dalam konteks 
keanekaragaman budaya dan masyarakat yang ada. Dengan lebih dari 
300 suku dan ratusan bahasa lokal, karakteristik sosial dan budaya 
Indonesia sangat beragam. Hukum adat, sebagai sistem hukum yang tidak 
tertulis, mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma masyarakat lokal, 
memberikan identitas kepada komunitas, dan mendukung kesejahteraan 
kolektif. Dalam konteks pembangunan nasional, seperti proyek Ibu Kota 
Nusantara yang memerlukan lahan besar, hukum adat menjadi sangat 
relevan, karena seringkali tanah yang diperlukan untuk pembangunan 
tersebut merupakan milik masyarakat hukum adat. Keteraturan dan 
kepastian hak atas tanah sesuai hukum adat penting untuk mata 
pencaharian dan identitas budaya masyarakat tersebut (Firnaherera & 
Lazuardi, 2022). 

Dari segi sistem hukum nasional, posisi hukum adat diakui dan 
dilindungi sebagai bagian dari kerangka hukum Indonesia. Pasal 18B ayat 
(2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan 
menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak 
tradisionalnya (Wibisana et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa hukum 
adat tidak hanya berfungsi dalam konteks lokal tetapi juga memiliki status 
yang sah dalam sistem hukum nasional. Penelitian menunjukkan bahwa 
masyarakat hukum adat, seperti di Kalimantan Tengah, lebih memilih 
menyelesaikan sengketa tanah melalui hukum adat karena prosesnya 
dianggap lebih cepat dan sesuai dengan nilai-nilai mereka (Suryanto, 
2024). 
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BAB 6 
HUKUM ADAT DALAM ISU GENDER 
 

 

A. PENDAHULUAN   
Hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pada dasarnya terdiri 

atas hukum nasional dan hukum adat yang hidup di tengah masyarakat. 
Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui keberadaan 
masyarakat hukum adat beserta hak-haknya sepanjang masih hidup dan 
sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia (Pasal 18B ayat (2) UUD 1945). Pengakuan 
konstitusional ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 
tentang Hak Asasi Manusia, yang menegaskan bahwa identitas budaya dan 
hak masyarakat tradisional, termasuk hukum adat, dilindungi oleh negara 
sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia 
(Pasal 6 ayat (1)). Artinya, hukum adat dipandang sebagai bagian dari 
hukum positif Indonesia, tetapi harus senantiasa selaras dengan prinsip 
kesetaraan, termasuk kesetaraan gender. 

Keterkaitan antara hukum adat dan peraturan perundang-undangan 
semakin nyata dalam bidang perlindungan hak perempuan. Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan 
Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) menegaskan 
kewajiban negara untuk menjamin kesetaraan gender di semua aspek 
kehidupan, termasuk dalam praktik sosial dan budaya. Hal ini diperkuat 
oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 
Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang secara eksplisit melarang segala 
bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam ranah domestik maupun 
sosial. Bahkan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah 
menaikkan batas usia minimum perkawinan bagi perempuan menjadi 19 
tahun, sebagai bentuk perlindungan terhadap praktik perkawinan anak 
yang masih sering dilegitimasi oleh norma adat. 
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BAB 7 
PERUBAHAN DAN  
DINAMIKA HUKUM ADAT  
 

 
A. PENDAHULUAN 

Hukum adat merupakan salah satu pilar penting dalam sistem hukum 
Indonesia karena mencerminkan identitas, budaya, dan nilai yang hidup di 
tengah masyarakat. Sebagai living law, hukum adat tidak bersifat statis, 
melainkan senantiasa menyesuaikan diri dengan dinamika kehidupan 
sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Perubahan dan dinamika hukum adat 
menjadi keniscayaan, mengingat masyarakat adat terus berinteraksi 
dengan hukum nasional, perkembangan agama, serta pengaruh 
globalisasi. Dalam konteks ini, kajian tentang perubahan dan dinamika 
hukum adat memiliki urgensi besar untuk memahami bagaimana hukum 
adat tetap bertahan sekaligus bertransformasi di tengah arus modernisasi 
(Soepomo, 2003). 

Secara khusus, perubahan hukum adat dapat ditinjau dari berbagai 
faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal mencakup 
perkembangan nilai generasi, kebutuhan ekonomi, serta pergeseran 
struktur sosial masyarakat. Sementara faktor eksternal mencakup 
kolonialisme, kodifikasi hukum nasional, masuknya agama-agama besar, 
hingga globalisasi. Data terkini menunjukkan bahwa konflik agraria yang 
melibatkan masyarakat adat masih tinggi. Konsorsium Pembaruan Agraria 
(KPA) mencatat sepanjang tahun 2023 terdapat 241 konflik agraria di 
Indonesia dengan luas wilayah terdampak mencapai lebih dari 640 ribu 
hektar, sebagian besar terkait dengan tanah adat (KPA, 2023). Fakta ini 
menunjukkan bahwa dinamika hukum adat, khususnya dalam bidang 
pertanahan dan hak ulayat, masih menjadi persoalan aktual dalam 
pembangunan hukum nasional. 

 



 

142 | Hukum Adat Indonesia 

DAFTAR PUSTAKA 
 

Abdullah, T. (2009). Adat Minangkabau dan Islam: Konflik dan integrasi. 
Andalas University Press. 

Akmal, D. U., Kusnandar, M. I., & Muin, F. (2025). Protecting indigenous 
peoples’ constitutional rights through legal formation: Perlindungan 
hak konstitusional masyarakat hukum adat melalui pembentukan 
hukum. Jurnal Konstitusi, 22(1), 66–87. 
http://jurnalkonstitusi.mkri.id 

Arizona, Y. (2010). Pluralisme hukum dalam penyelesaian sengketa tanah 
adat di Indonesia. Jurnal Rechts Vinding, 2(3), 441–459. 

Bedner, A., & Arizona, Y. (2019). Adat in Indonesian land law: A promise 
for the future or a dead end? The Asia Pacific Journal of 
Anthropology, 20(5), 416–434. 
https://doi.org/10.1080/14442213.2019.1668830 

Boedi Harsono. (2005). Hukum agraria Indonesia: Sejarah, pembentukan, 
dan pelaksanaannya. Djambatan. 

Cahyani, N. D., & Susilowati, I. F. (2023). Kajian yuridis pengakuan 
masyarakat hukum adat di wilayah IKN dalam upaya memberikan 
perlindungan hak atas tanah masyarakat hukum adat. Novum: 
Jurnal Hukum, 3(3), Article 55361. 

Colchester, M. (2011). Forests peoples and sustainability. Earthscan. 
Efrizon, E., Agisty, F., Galgani, M. G., Kasman, S. M., & Utomo, P. (2025). 

Pembaharuan hukum agraria dan perlindungan hak-hak masyarakat 
hukum adat. Locus Journal of Academic Literature Review, 4(2), 52–
60. http://jurnal.locusmedia.id 

Friedman, L. M. (2009). Sistem hukum: Perspektif ilmu sosial. Nusa Media. 
Hafizh Naufalian, Susendi, M. D. P., & Yuwono, O. Z. (2025). Pengaruh 

hukum adat terhadap kebijakan reformasi agraria di Indonesia. 
Majelis: Jurnal Hukum Indonesia, 2(2), 34–42. 

Hooker, M. B. (1978). Adat law in modern Indonesia. Oxford University 
Press. 

Lubis, M. Z. (2025). Kedudukan hukum adat dalam perkembangan ilmu 
hukum di Indonesia. Jurnal Pendidikan Tambusai, 9(1), 2843–2851. 

http://jurnalkonstitusi.mkri.id/
http://jurnal.locusmedia.id/


 

Perubahan dan Dinamika Hukum Adat | 143 

Malinowski, B. (1926). Crime and custom in savage society. Kegan Paul. 
Maizidah Salas, Wardani, S., & Suroso, T. (n.d.). Harmonisasi hukum waris 

Islam, hukum adat dan hukum nasional: Telaah normatif terhadap 
kompilasi hukum Islam, hukum adat dan KUHPerdata. Jurnal 
Penelitian Serambi Hukum, 18(2), 1339. 

Narahawarin, A. F., Ratuanak, A. M. D., & Litualy, J. R. (2025). Hukum adat 
sebagai alternatif penyelesaian sengketa di ruang virtual pada 
masyarakat kepulauan Kei. Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum, 
2(3), 33–50. 

Nurjaya, I. N. (2010). Pengakuan hukum terhadap hak masyarakat hukum 
adat atas sumber daya alam. UB Press. 

Rahardjo, S. (2006). Hukum dalam perspektif sosial. Kompas. 
Satria, B., & Assyifa, S. (2023). Perubahan yang terjadi dalam 

perkembangan hukum waris adat dari masa ke masa. Kultura: Jurnal 
Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora, 1(6), 26–30. 

Sitepu, A. S., Karo-Karo, J. S., & Rosmalinda, R. (2024). Pengaruh hukum 
adat Batak sebagai sumber dalam hukum waris di Indonesia. 
Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia, 
1(4), 145–154. 

Soepomo, R. (2003). Bab-bab tentang hukum adat. Pradnya Paramita. 
Soetandyo, W. (1990). Politik hukum Indonesia. LP3ES. 
Ter Haar, B. (1981). Asas-asas dan susunan hukum adat. Pradnya 

Paramita. 
Van Vollenhoven, C. (1918). Het adatrecht van Nederlandsch-Indië. Brill. 

 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

HUKUM ADAT INDONESIA  

BAB 8: PERLINDUNGAN  

HUKUM ADAT DI INDONESIA 

 

 

 
 

 

 

 

Dr. Heryani, S.Th.I., M.Sy  

Institut Agama Islam (IAI) AN-NADWAH   



 

146 | Hukum Adat Indonesia 

 
BAB 8 
PERLINDUNGAN  
HUKUM ADAT DI INDONESIA  
 

 
A. PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan negara yang memiliki, suku, agama, ras, dan 
adat istiadat yang beragam. Data BPS Long Form Sensus Penduduk 2020 
Mencatat lebih dari 1.200 suku dan 694 bahasa daerah di Indonesia yang 
masih ada hingga sekarang. Dengan adanya keberagaman suku di 
Indonesia, masing-masing suku melahirkan adat istiadat yang memiliki ciri 
khas masing-masing. Seiring berjalannya waktu perkembangan teknologi 
dan budaya mulai masuk Indonesia, terdapat beberapa masyarakat yang 
mulai melupakan budaya atau adat istiadat tempat mereka dilahirkan. 
Tetapi tidak sedikit masyarakat yang masih menjaga kelestarian budaya 
dan adat yang mereka miliki, mereka masih menerapkan kebiasaan-
kebiasaan yang dilakukan oleh orang terdahulu. Karena mereka percaya 
selagi mengikuti kebiasaan tersebut hidup mereka akan aman dan 
sejahtera. Di setiap daerah masing-masing mereka juga mempunyai 
hukum adat, hukum adat ini tidak hanya berlaku untuk masyarakat 
setempat saja namun hukum adat juga berlaku bagi pendatang yang 
berkunjung ke daerah tersebut. 

Hukum adat sudah menjadi akar peraturan bagi masyarakat adat, 
dengan terus mempertahankannya masyarakat adat dapat melindungi 
budaya dan wilayah mereka tinggal. Namun semakin majunya 
perkembangan hukum adat tidak lagi dilihat fungsinya, hukum adat tidak 
lagi dihormati dan hukum adat hanya dilewati. Oleh karena itu sudah 
sepatutnya pemerintah melindungi hukum adat agar kehidupan 
bermasyarakat tetap kondusif. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan 
Masyarakat Adat yang menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah memiliki 
kewenangan untuk membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat setiap di 
setiap wilayah Indonesia dan melakukan pengakuan dan perlindungan 
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BAB 9 
HUKUM ADAT DAN LINGKUNGAN HIDUP 
 

 

A. KONSEP DASAR 
1. Pengertian dan Karakteristik Hukum Adat 

Perkembangan hidup manusia tidak terlepas dari adanya kebutuhan 
yang harus terpenuhi seiring perjalanannya waktu. Suatu kebutuhan yang 
tidak terlepas dari tuntutan perubahan dalam ruang dan waktu. Seiring 
dengan semakin berkembangnya kehidupan tentunya akan selalu terjadi 
masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat dalam kehidupan sehari-hari, 
terutama di daerah tertentu. Apabila terjadi suatu masalah di suatu daerah 
tertentu maka hukum adat itu sendiri lahir dan menjadi penting karena 
dipercaya dapat mampu menjawab segala masalah-masalah hukum. 
Adanya hukum adat bersumber pada kebiasaan  masyarakat, dan 
kelompok-kelompok masyarakat yang berangsur menjadikan adat sebagai 
kewajiban untuk diberlakukan kepada seluruh anggota masyarakat. Jadi 
hukum adat adalah adat yang diterima dan harus dilaksanakan dalam 
masyarakat bersangkutan ( H. Hilman Hadikusuma, 2003, p. 1).  

Selanjutnya Hukum adat di Indonesia memiliki corak yang beragam, 
antara lain religius-magis, komunal, demokratis, serta kontan dan konkrit. 
Corak religius-magis tampak dalam kepercayaan tradisional bahwa 
kehidupan manusia tidak terpisah dari kekuatan gaib, alam, roh leluhur, 
dan makhluk lainnya, sehingga upacara keagamaan selalu menyertai 
kegiatan penting untuk memperoleh berkah dan menghindari hambatan. 
Corak komunal menegaskan bahwa manusia merupakan makhluk sosial 
yang tidak dapat hidup sendiri, sehingga kepentingan kelompok lebih 
diutamakan dibandingkan kepentingan individu. Sementara itu, corak 
demokratis tercermin dari penyelesaian persoalan melalui musyawarah 
yang berlandaskan asas permusyawaratan dan perwakilan, sebagaimana 
praktik musyawarah di balai desa maupun tindakan aparat desa. Adapun 
corak kontan dan konkrit menekankan bahwa setiap peralihan hak dan 
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BAB 10 
HUKUM ADAT  
DI BERBAGAI WILAYAH INDONESIA 
 

 

A. PENDAHULUAN  
Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk yang 

terdiri atas beragam suku, agama, budaya yang berbeda-beda, yang 
merupakan satu kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Van 
Vollenhoven dalam penelitiannya terhadap masyarakat adat di Indonesia, 
membagi masyarakat adat dalam 19 Lingkungan Hukum adat yang 
tumbuh di daerah-daerah Indonesia, yaitu daerah (1) Aceh, (2) Gayo, Alas, 
Batak dan Nias, (3) Minangkabau, Mentawai, (4) Sumatera Selatan, 
Enggano, (5) Melayu, (6) Bangka, Belitung, (7) Kalimantan, (8) Minahasa, 
(9) Gorontalo, (10) Toraja, (11) Sulawesi Selatan, (12) Kepulauan Ternate, 
(13) Maluku, (14) Irian (Papua), (15) Kepulauan Timor, (16) Bali, Lombok, 
(17) Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, (18) Solo, Yogjakarta, (19) Jawa 
Barat dan Jakarta (Alputila, dkk., 2023). Dalam hukum di Indonesia selain 
hukum tertulis yang merupakan produk hukum pemerintah yang berupa 
peraturan perundang-undangan, ada pula hukum tidak tertulis yang 
dikenal dengan istilah hukum adat, yaitu hukum yang tumbuh, 
berkembang, dan terpelihara dalam masyarakat.  

Hukum adat saat ini secara konstitusional keberadaannya diakui 
berdasarkan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang 
menyatakan : Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan 
masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih 
hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara 
Kesatuan Republik Indonesia. Eksistensi berlakunya hukum adat selain 
dikenal dalam instrumen hukum nasional juga diatur instrumen 
Internasional pada deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat yang 
antara lain menyatakan: mengakui dan menegaskan kembali bahwa 
warga-warga masyarakat adat diakui, tanpa perbedaan, dalam semua hak-
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maupun Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mulai tahun 2013 – 
2017. Penulis sebelumnya bekerja sebagai dosen di STIKes Panti Rapih 
Yogyakarta dan magang di Rumah Sakit Panti Rapi Yogyakarta. Penulis saat 
ini merupakan salah satu dosen gizi di Program Studi Sarjana Gizi, Fakultas 
Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Kristen Satya Wacana. Penulis 
sebagai peneliti dan juga bekerja di lapangan mulai tahun 2013 sampai 
sekarang. Penulis bekerja sebagai dosen gizi mulai tahun 2017 sampai 
dengan saat ini. Buku ini merupakan buku ke-12 yang ditulis yang 
dipublikasikan oleh penulis. 
 

Dr. Bakhtiar, S.Pd., SH., M.Pd., merupakan seorang 
dosen dan peneliti aktif pada Program Studi 
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di 
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar 
(UNM). Beliau menyelesaikan pendidikan S1 di UNM 
pada tahun 1996, S2 di universitas yang sama pada 
tahun 2006 dengan konsentrasi Pendidikan Hukum 

dan Kewarganegaraan, dan meraih gelar Doktor dari Universitas 
Hasanuddin (UNHAS) pada tahun 2012 dalam bidang Ilmu Sosial dengan 
kajian khusus Kewarganegaraan. Sejak tahun 1996, beliau telah terlibat 
dalam berbagai proyek penelitian, baik yang bersumber dari dana mandiri 
maupun pendanaan PNBP. Topik penelitiannya mencakup isu-isu strategis 
seperti hak asasi manusia dalam perspektif Islam, perilaku politik etnis 
Tionghoa, efektivitas putusan pengadilan tata usaha negara, pencegahan 
korupsi di lembaga legislatif, serta pengembangan model pendidikan 
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karakter dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Beberapa 
penelitian lapangannya banyak dilakukan di wilayah Kabupaten Bone dan 
Kota Makassar, menunjukkan kontribusi nyata terhadap perkembangan 
sosial-hukum di tingkat lokal. Selain aktif meneliti, beliau juga 
mengabdikan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Pembina 
Golongan IV.a. Pengalaman dan dedikasinya dalam dunia akademik serta 
penelitian menjadikannya salah satu ahli di bidang pendidikan 
kewarganegaraan, hukum, dan ilmu sosial, khususnya dalam konteks 
pendidikan dan masyarakat di Indonesia Timur. 
 

Dr. Mahrita Aprilya Lakburlawal, S.H., M.H. lahir di 
Tual Maluku, menamatkan pendidikan S1 pada 
Fakultas Hukum Unpatti Ambon (2006), Magister 
Ilmu Hukum pada Pasca sarjana Fakultas Hukum 
UNpatti Ambon (2015) dan menyelesaikan 
pendidikan Doktor pada Program Doktoral Pasca 
Sarjana Fakultas Hukum Unhas Makassar (2021). 
Penulis adalah pengajar mata kuliah hukum adat 

pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura dan mulai menekuni hukum 
adat sejak tahun 2009 dan sampai saat ini. Pengalaman: meneliti dalam 
bidang hukum adat, publikasi pada jurnal nasional terakreditasi, maupun 
jurnal internasional, saat ini menjabat sebagai Ketua Lembaga Bantuan 
Hukum Fakultas Hukum Universitas Pattimura. Pernah menjabat sebagai 
Sekretaris Pusat Kajian Masyarakat Hukum Adat Aktif dalam penyuluhan 
dan sosialisasi berkaitan dengan hak-hak masyarakat hukum adat di 
Maluku dan Maluku Utara bersama Biro Hukum Sinode Gereja Protestan 
Maluku sejak tahun 2012. 
 

Dr. Muh. Sudirman, S.Ag. M.Pd. Lahir di Sungai Batang 
Kabupaten Indra Giri Hilir Riau, 11 Agustus 1971. 
Pendidikan di awali pada Madrasah Ibtidaiyah Nurul 
Falah Parit Cahaya Desa Pengalihan Kec. Keritang Indra 
Giri Hilir Riau (1984), Madrasah Tsanawiyah I As’adiyah 
Pusat Sengkang Kab. Wajo (1987), Madrasah Aliyah 
Pusat Sengkang Kab. Wajo (1990). Fakultas Syari’ah 
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IAIN Alauddin Ujungpandang (1996), Magister (S2) Universita Negeri 
Makassar Konsentrasi Hukum dan Kewarganegaraan (2005), Program 
Doktoral (S3) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2017).  Publikasi 
Buku: Islam dan Budaya Lokal (Mengungkap Makna Filosofis Simbol-simbol 
Adat dalam Pedrkawinan) (2011), Etika Pergaulan Suami Isteri (Suatu 
Pendekatan Budaya dan Syariat Islam). (2011), Pendidikan Agama Islam di 
Perguruan Tinggi Umum. Tahun 2013, Hukum Kewarisan (Antara Teori dan 
Praktik) (2019), Hukum Adat (2019), Perkawinan Bugis: Antara Tradisi dan 
Syariat (2025). Penulis diangkat sebagai dosen pada Sekolah Tinggi Agama 
Islam Negeri (STAIN) Parepare tahun 1999, kemudian mutasi ke Fakultas 
Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar sejak tahun 2014 
sampai sekarang 
 

Dr. Heryani, S.Th.I., M.Sy lahir di Kuala Tungkal 
kecamatan Tungkal Ilir  Kabupaten Tanjung Jabung 
Barat Provinsi Jambi pada tanggal 15 Februari 1982. 
Pendidikan dimulai dari SD selama enam tahun di 
Kabupaten Tanjung Jabung Barat,  melanjutkan 
sekolah pada Madrasah Tsanawiyah Negri(MTsN) 
selama tiga tahun di kuala Tungkal. Pada Tahun 1996 
Kemudian melanjutkan pendidikan MAS PHI Kuala 

tungkal Selama 1 Tahun, karna pindah belajar ke MTI (Madrasah Tarbiyah 
Islamiyah) Paninggahan, Solok, Sumatra Barat sampai tamat sekolah tahun 
1999. Kemudian pada tahun 1999 melanjutkan pendidikan program strata 
satu (S1) Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadits  di UIN Imam Bonjol 
Padang (1999-2003). Kemudian pada tahun 2014 melanjutkan studi 
kembali ke program strata dua (S2) konsentrasi Metodologi Pemikiran 
Hukum Islam di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (2014-2016). kemudian 
melanjutkan ke program strata tiga (S3) konsentrasi Ilmu syariah di UIN 
Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (2022-2025). setelah menyelesaikan SI, 
sempat mengajar di Pondok Pesantren Terpadu Serambi Mekkah Padang 
Panjang, Sumatera Barat. Setelah menyelesaikan S2, penulis mengajar di 
IAI ANNADWAH Kuala tungkal dosen Tetap Prodi Hukum Tata Negara. Saat 
ini menjabat sebagai Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) IAI 
ANNADWAH Kuala Tungkal, dan juga  sebagai Ketua BP4 Kab.Tanjab Barat. 
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Penulis juga  tergabung dalam TIM P2ATP2A pada UPTD PPA Kab.Tanjab 
Barat (2018-sekarang).  
 

Dr. Novyta Uktolseja, S.H., MKn , Lahir di Ambon, 27 
November 1975, Menyelesaikan S1 Pada Fakultas 
Hukum Universitas Pattimura Ambon Tahun 2000, 
Menyelesaikan S2 Pada Magister Kenotariatan 
Universitas Gajah Mada Yogyakarta Tahun 2005 Dan 
Menyelesaikan  S3 Pada Program Pascasarjana 
Universitas Airlangga Surabaya Tahun 2015. Saat Ini 

Bekerja Sebagai Dosen Tetap Pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura. 
Disela-Sela Kesibukannya Mengajar Pada Program Studi S1 Dan S2, Secara 
Aktif Mengampu Mata Kuliah, Hukum Perdata, Hukum Adat, Hukum 
Dagang, Hukum Harta Kekayaan Dan Keluarga, Perancangan Kontrak, 
Politik Hukum Agraria Wilayah Kepulauan, dan Teori Hukum. Aktif Sebagai 
Anggota Unit Penjaminan Mutu, Aktif Sebagai Anggota Majelis Pengawas 
Daerah Notaris Kab/Kota, Aktif Menjabat Sebagai Ketua Program Studi 
Hukum PSDKU ARU Universitas Pattimura, Selain Aktif Mengajar Dan 
Menjabat Di Almamater, Penulis Juga Aktif Dalam  Melakukan Penelitian 
Dan PKM Bersama Teman-Teman Dan Juga Menulis Jurnal. 
 

Achmad Surya, S.H., M.H.Li, lahir di Medan pada 
Tanggal 6 April 1985. Penulis menempuh sarjana 
strata (S1) Fakultas Hukum Universitas Janabadra 
Yogyakarta, kemudian melanjutkan studi (S2) 
Magister Hukum Litigasi di Universitas Gadjah Mada, 
dan saat ini sedang studi (S3) pada program Doktor 
Ilmu Hukum Universitas Andalas. Penulis merupakan 
staf pengajar/dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Gajah Putih, selain itu juga aktif mengajar di Sekolah 
Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Takengon dan melakukan penelitian 
dan pengabdian kepada masyarakat, serta telah menerbitkan beberapa 
karya ilmiah yang dipublikasikan di beberapa jurnal nasional dan 
internasional. 
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Dr. Andi Aco Agus, S.H., M.Pd. lahir di Atapange, Kab. 
Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 18 
Agustus 1967. Menamatkan pendidikan di SDN 172 
Atapange tahun 1980. Melanjutkan pendidikan ke 
SMP Negeri Atapange lulus tahun 1983, selanjutnya 
ke SMA Negeri 2 Majauleng lulus tahun 1986. 
Kemudian meraih gelar S1 Jurusan PMP/KN dengan 
Beasiswa Supersemar di IKIP Negeri Ujung Pandang 

lulus tahun 1992. Menempuh pendidikan S2 Jurusan Pendidikan 
Umum/Pendidikan Nilai di UPI Bandung dengan Beasiswa TMPD dari 
Kementerian Pendidikan Nasional lulus tahun 2000. Tahun 2005 meraih 
gelar Sarjana Hukum S1 di Universitas 45 Makassar. Pada tahun 2021 
melanjutkan pendidikan S3 di Pascasarjana UIN Alauddin Makassar 
Program Studi Dirasah Islamiyah Konsentrasi Pendidikan dan Keguruan 
lulus tahun 2024. Mengawali karier sebagai Aparatur Sipil Negeri/Dosen 
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Fakultas Ilmu Sosial 
dan Hukum, Universitas Negeri Makassar Tahun 2005 sampai sekarang. 
Pangkat dan golongan IV/c, diberi Amanah sebagai Ketua Program Studi 
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FIS-H UNM tahun 2022 
sampai sekarang. Anggota Senat FIS-H periode 2021-2025. Penerima Satya 
Lencana Karya Satya 10 Tahun dari Presiden Republik Indonesia pada 
tahun 2019. 
 




